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Abstract:The process of public sector budget preparation and approval is long, complex and
complicated. Therefore, the governments tend to make budget forecast errors when they
drafting their budget. The presence of budget forecast errors are influenced by political,
institutional and economic factors. This research aims to examine the effect of the political
coalition, political competition, population and fiscal space on local government budget
forecast errors in Indonesia.

The population of this study is all of local government in 2015. The amount of local
government are 514. The writer took 197 local government from the population as the sample
by using purposive sampling method. This study uses secondary data about executive and
DPRD profile from website of local government and KPU, amount of population from BPS
and softcopy of local goverment financial statement from BPK RI. Research data analysis in
this research using multiple regression analysis with SPSS version 24 assistance.

The results showed that political competition, population and fiscal space influence positively
the budget forecast errors. While political coalition does not effect on the budget forecast
errors. In order to minimize budget forecast errors, DPRD need for increasing fiscal
desentralization supervision, during the budget planning, formulation and implementation.
DPRD also needto pay more attention to incumbency and complexticity factor during budget
forecasting.

Keywords: Budget Forecast Errors, Political Coalition, Political Competition, Population,
Fiscal Space
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1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam tata kelola keuangan pemerintah pusat dan daerah terefleksi melalui
adanya pemberian otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan
kesempatan seluas-luasnya untuk menata keuangannya secara mandiri dan otonom sesuai dengan
kebutuhan masing-masing daerah. Adapun wujud dari pengelolaan keuangan daerah tersebut
kemudian dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya berisi
manajemen sumber dana publik yang terbatas melalui konsep anggaran pendapatan, belanja, serta
pembiayaan daerah (Halim dan Bawono, 2011).

Salah satu tahap pengelolaan APBD dalam konteks manajemen adalah tahap perencanaan.
Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus)
pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya
program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu
keluaran ataupun hasil yang baik/tepat sasaran. Dengan demikian, perencanaan dapat diartikan
sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Mulyana, 2010). Tahap perencanaan merupakan
penyusunan proyeksi anggaran yang akan dicapai oleh pemerintah dengan menggunakan data historis.
Data historis tersebut berupa anggaran pada tahun sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman dalam
memproyeksikan anggaran periode berjalan (Blanchard dan Leigh, 2013). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa perencanaan anggaran adalah segala hal yang berkaitan masa depan dan keputusan mengenai
alokasi sumber daya didalamnya harus didasarkan pada proyeksi.

Perencanaan anggaran daerah dalam praktiknya tidaklah semudah yang dibayangkan. Jones dan
Pendlebury (2010) mengkategorikan proses dalam perencanaan hingga otorisasi sebagai hal yang
rumit serta memakan sumber daya yang signifikan. Banyak faktor yang turut menjadi pertimbangan
penting dalam perencanaan APBD. Baik faktor ekonomi maupun sisi kental dari faktor sosial politik
membuat perencanaan APBD semakin terkesan kompleks (Hariadi, Restianto dan Bawono, 2010).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran pada pemerintah daerah merupakan
proses yang panjang, kompleks dan rumit sehingga rentan dengan terjadinya kesalahan dalam
memproyeksikan anggaran (Kusuma dan Sutaryo, 2015).

Proses perencanaan anggaran dari segi perspektif hubungan keagenan merupakan proses yang
didalamnya seringkali terdapat konflik antara pemerintah daerah sebagai agen dan rakyat selaku
prinsipal. Hal ini dikarenakan pihak agen memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary power)
berupa pengetahuan dan informasi yang lebih dibandingkan pihak prinsipal sehingga seringkali
dimanfaatkan oleh pihak agen untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (self-
interest). Asimetri informasi yang timbul dalam perencanaan anggaran daerah dapat mengakibatkan
permasalahan-permasalahan diantaranya kesalahan dalam memproyeksikan anggaran. Anggaran yang

salah tersebut jelas menandakan bahwa didalamnya terdapat permainan dari pihak-pihak tertentu.
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Kesalahan proyeksi anggaran erat kaitannya dengan faktor politik diantaranya koalisi dan
kompetisi politik. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan subjek tekanan popularitas sehingga
dituntut untuk menyajikan angka yang bagus meskipun melalui cara menyamarkan hasil yang buruk
(Deus, 2015). Politisi pada umumnya tidak memiliki insentif untuk mengadopsi praktik akuntansi
yang transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran (Alesina dan Perotti, 1996). Fakta tersebut
hadir dikarenakan adanya tuntutan dalam siklus pemilihan, koalisi politik dan ideologi partai politik
yang kemudian menjadi tekanan bagi pemerintah.

Koalisi politik direfleksikan dengan seberapa besar kepala daerah mendapat dukungan dari partai
politik termasuk dukungan di kursi legislatif (Benito, 2015). Terlebih APBD merupakan rencana
keuangan yang dibahas dan disetujui antara pihak eksekutif dan legislatif yang sarat politik anggaran
(Aziz, 2016). Politik anggaran tersebut dapat dijumpai berupa tindakan meloloskan pos anggaran
dalam APBD yang diketahui tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Deus, 2015). Fenomena
terkait politik anggaran dapat ditemui dari beberapa kasus di beberapa daerah seperti di Sulawesi
Barat terdapat anggota legislatif yang menitipkan beberapa proyek pada APBD 2016 provinsi
Sulawesi Barat tanpa melalui prosedur berlaku (Mamuju.bpk.go.id, 2017). Di Jambi terdapat kasus
suap Gubernur Jambi kepada anggota DPRD Jambi sebagai uang suap untuk pengesahan APBD
provinsi Jambi 2018 (Liputan6news.com, 2018). Hal tersebut membuktikan bahwa masih minimnya
transparansi dalam penganggaran memungkinkan pemerintah untuk memanipulasi proyeksi anggaran
sesuai dengan preferensi mereka sendiri.

Kompetisi politik didefinisikan sebagai rivalitas para politisi untuk mendapatkan posisi
mengendalikan roda pemerintahan (Bardhan dan Yang 2004). Kompetisi politik di Indonesia tercermin
dengan adanya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) (Adzani dan Martani, 2014). Berdasarkan data
Skala Survei Indonesia (SSI) pada pilkada serentak 2015 menunjukkan bahwa persentase calon petahana
(incumbent) yang maju dalam kompetisi pilkada 2015 ada sebanyak 82,5 persen. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 63,2 persen mayoritas incumbent memenangkan pilkada. Incumbent cenderung berperilaku
oportunistik dikarenakan dengan peluang dan posisi yang dimiliki para incumbent cenderung

memanipulasi anggaran agar dapat terpilih kembali (Aidt, Veiga dan Veiga, 2011).
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ProporsiIncumbent-Non Incumbent Proporsi Menang-Kalah

Incumbent
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Sumber: Skala Survei Indonesia (2016)
Gambar 1 Proporsi Incumbent-Non Incumbent dan Menang-Kalah Incumbent pada
Pilkada 2015

Pos-pos APBD yang rawan disalahgunakan oleh para incumbent menjelang pilkada diantaranya yaitu
dana hibah dan bantuan sosial (bansos) (kpk.go.id, 2014). Hal tersebut diperkuat dengan beberapa temuan
kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah di beberapa daerah di Indonesia diantaranya kasus Gubernur
Sumatera Utara yang melakukan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah APBD tahun
anggaran 2012 dan 2013 demi kemenangannya dalam pilkada (tempo.co, 2016). Diperkuat pula
dengan siklus peningkatan total alokasi anggaran belanja hibah dan bansos pada Gambar 2
menunjukkan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial kabupaten/kota di Indonesia cenderung
mengalami peningkatan dari tahun menjelang pilkada yakni tahun 2013 dan 2014 hingga pada tahun
pelaksanaan pilkada yakni 2015. Hal ini dikarenakan para incumbent seringkali menggunakan dana

hibah dan bansos sebagai program populis untuk memperkuat kemenangan dan menarik perhatian

pemilih.
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Sumber: Kementerian Keuangan (diolah lebih lanjut)
Gambar 2 Kenaikan Alokasi Belanja Diskresioner Kabupaten/Kota di Indonesia 2013-2015
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Faktor institusional turut menyebabkan kesalahan dalam memproyeksikan anggaran. Hal ini
disebabkan tingkat komplektisitas daerah dalam penyusunan anggaran antara satu dengan yang
lainnya tentunya berbeda (Boukaria dan Veiga, 2018). Komplektisitas daerah tersebut kemudian
menimbulkan ketidakpastian dalam penganggaran sehingga pemerintah tidak dapat diharapkan untuk
membuat proyeksi secara tepat (Becker dan Buettner, 2007). Kompleksitas dicerminkan dengan
bervariasinya faktor yang turut mempengaruhi organisasi (Maulana, 2015). Faktor tersebut
diantaranya adalah jumlah penduduk, tingkat pengangguran, siklus perekonomian, inflasi, dan
pertumbuhan ekonomi yang turut mempengaruhi penentuan besarnya ketidapastian dalam proyeksi
anggaran. (Boukaria dan Veiga, 2018).

Penelitian ini menggunakan jumlah penduduk sebagai proksi dari faktor institusional. Hal ini
disebabkan data mengenai jumlah penduduk merupakan masukan yang penting dalam menentukan
alokasi anggaran, yakni diantaranya mengenai pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana yang
menopang kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar maka tuntutan
pelayanan pemerintah mengenai kebutuhan masyarakat akan semakin banyak dan beragam sehingga
pada akhirnya membuat kesulitan dan menyebabkan kesalahan dalam memproyeksikan anggaran
(Goeminne et al., 2008).

Kesalahan proyeksi anggaran tidak hanya bergantung pada faktor politik dan institusional
melainkan faktor keuangan yakni ruang fiskal pun turut berpengaruh. Ruang fiskal merupakan
keleluasaaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya. Adanya
ruang fiskal yang besar memungkinkan pemerintah daerah terjebak pada pengunaan anggaran yang
cenderung boros dan tidak berdampak pada kepentingan publik secara luas (Fitrariau.org, 2015).
Diperkuat dari adanya temuan dalam laporan semester | tahun 2018 yang dilakukan oleh BPK R,
yang mengungkap sebanyak 10% kasus kerugian daerah atau setara 148 miliar merupakan kasus
kelebihan pembayaran pada belanja modal (BPK RI,2018). Permasalahan terbesar dari kasus tersebut
diantaranya mengenai pengadaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pengadaan fasilitas
aparatur pemerintah yang berlebihan, dan lain sebagainya.

Urgensi penelitian ini ditunjukkan dengan maraknya kesalahan proyeksi anggaran yang
cenderung meningkat menjelang saat pilkada dan berujung pada kasus korupsi penyelewengan APBD
(Kusuma dan Sutaryo, 2015). Ditambah lagi dengan adanya komplektisitas dalam penganggaran
membuat APBD tak luput dari kesalahan proyeksi (Deus, 2015). Penelitian ini berkontribusi dalam
hal mendukung peningkatan kualitas pengawasan dalam tahapan penyusunan anggaran diantaranya
yakni proyeksi anggaran pemerintah daerah. Sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk
menguji dan menganaisis apakah faktor politik, institusional dan keuangan mempengaruhi kesalahan
proyeksi anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. Faktor politik yang diproksikan dengan
koalisi politik dan kompetisi politik, faktor institusional yang diproksikan dengan jumlah penduduk di

setiap daerah serta faktor keuangan yang menggunakan proksi ruang fiskal.
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Penelitian ini merupakan gabungan dua penelitian sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan
oleh Benito et al. (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran di
Spanyol. Penelitian kedua dilakukan oleh Boukaria dan Veiga (2018) mengenai analisis determinan
kesalahan proyeksi anggaran di negara Portugal dan Prancis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa
perbedaan yakni, pertama pada variabel penelitian diambil dari variabel koalisi politik dan jumlah
penduduk dari penelitian Benito et al. (2015) serta variabel kompetisi politik dan ruang fiskal dari
penelitian Boukaria dan Veiga (2018). Kedua, penelitian ini mengambil lokasi di Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini berjudul Pengaruh Faktor
Politik,Institusional dan Keuangan terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran Pada Pemerintah

Daerah Di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembanga Hipotesis
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam tataran sektor publik yakni pemerintahan juga didasarkan pada serangkaian hubungan
agen dan prinsipal (Lane, 2000). Hal ini dikarenakan hubungan keagenan tersebut merupakan suatu
pendekatan yang sangat penting dalam menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.
Hubungan keagenan diilustrasikan dengan hubungan antara pihak prinsipal yakni rakyat dan pihak
agen yakni pemerintah daerah. Terlebih organisasi sektor publik adalah organisasi nirlaba yang
bertujuan untuk memenuhi hajat hidup banyak orang. Dengan demikian, rakyat (prinsipal)
mempekerjakan pemerintah (agen) untuk melakukan tugas yakni mengelola sumber daya untuk
kemudian disajikan melalui pelaporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dampak dari penerapan teori keagenan di sektor publik menimbulkan hal positif yakni dalam
bentuk efisiensi. Hal ini dikarenakan seringkali prinsipal membutuhkan agen untuk melaksanakan
tugas tertentu. Agen memiliki keahlian dan kemampuan yang seringkali tidak dimiliki prinsipal atau
prinsipal kurang efektif dalam melaksanakan tugas daripada pihak agen. Dengan demikian tindakan
agen dilakukan demi mementingkan kepentingan prinsipal juga memberikan manfaat yang baik pula
bagi pihak agen.

Dalam realitanya hubungan antara agen dan prinsipal seringkali menimbulkan masalah keagenan
diantaranya perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik dalam keagenan menyangkut adanya kedistorsian
mengenai informasi dengan tujuan untuk menyesatkan, menyimpangkan, menyamarkan, menggelapkan
atau sebaliknya membingungkan (Williamson, 1985). Hal ini dikarenakan adanya asimetri informasi dan
konflik kepentingan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan hal negatif yakni dalam bentuk
perilaku oportunistik. Asimetri informasi didefinisikan dimana agen memiliki informasi lebih detail dan

banyak mengenai tugas yang dikerjakan. Sedangkan konflik kepentingan dipahami sebagai keinginan
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antara pihak prinsipal dan agen yang saling bertolak belakang. Hal tersebut muncul karena adanya self
interest pihak agen untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Perilaku oportusnistik tersebut menjelaskan dengan kekuasaan yang dimiliki, agen dapat
bertindak demi menguntungkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan prinsipal. Agen
berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri karena menguasai informasi yang
lebih banyak sedangkan prinsipal mengalami keterbatasan dalam mengawasi agen karena minimnya
informasi yang diperoleh pihak prinsipal. Masalah keagenan tersebut muncul dalam situasi dimana
prinsipal tidak dapat secara langsung mengamati kegiatan agen sehingga timbul kecenderungan agen
untuk enggan membagi informasi kinerja dengan prinsipal dan kurang maskimal mengerjakan tugas
yang diberikan oleh prinsipal.

Teori keagenan dianggap relevan untuk menjelaskan penelitian ini dikarenakan dalam perumusan
anggaran seringkali terjadi konflik keagenan antara prinsipal (rakyat) dan agen (pemerintah daerah).
Minimnya informasi yang diperoleh rakyat dalam memonitor kegiatan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah
utuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013).
Subaweh (2008) menyatakan bahwa dengan keuntungan informasi yang ada di pihak pemerintah dapat
digunakan untuk melanggengkan posisinya dalam pemerintahan sehingga berdampak pada kesalahan
proyeksi anggaran. Anggaran yang mengandung kesalahan menjadi bukti terjadinya asimetri

informasi diantara keduanya. Kesalahan proyeksi anggaran dipengaruhi oleh berbagai hal

2.1.2 Kesalahan Proyeksi Anggaran

Penner (2001) menjelaskan bahwa penganggaran berkaitan dengan masa depan sehingga
penentuan alokasinya didasarkan pada proyeksi yang seringkali tidak lepas dari adanya kesalahan.
Kesalahan proyeksi anggaran secara konseptual didefinisikan sebagai minimya tingkat akurasi dalam
membuat perkiraan atau proyeksi dalam penetapan target anggaran. Kesalahan proyeksi anggaran
ditandai dengan adanya selisih (varians) antara realisasi dengan anggaran. Blanchard dan Leigh
(2013) menyatakan bahwa jika terdapat selisih antara realisasi anggaran pada tahun anggaran
dibandingkan dengan proyeksi atau ramalan sebelumnya, maka hal tersebut menandakan terjadinya
kesalahan dalam memproyeksikan anggaran.

Couture dan Imbeau (2009) menyatakan bahwa sumber kesalahan proyeksi anggaran berasal
dari adanya ketidakpastian siklus ekonomi (factor institusional). Ketidakpastian disebabkan karena
adanya kompleksitas daerah dalam penyusunan anggaran sehingga membuat pemerintah pemerintah
tidak dapat diharapkan untuk membuat secara tepat prakiraan yang benar (Becker dan Buettner,
2007). Hal ini dikarenakan adanya fluktuasi dalam siklus ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi,
jumlah penduduk, tingkat pengangguran, inflasi yang mempengaruhi penentuan besarnya proyeksi
anggaran. Kesalahan proyeksi anggaran juga erat kaitannya dengan faktor politik dikarenakan

pemerintah merupakan subjek tekanan popularitas sehingga dituntut untuk menyajikan angka yang
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bagus meskipun melalui cara menyamarkan hasil yang buruk (Alesina dan Perotti, 1996). Hal ini
dikarenakan proyeksi anggaran seringkali berbenturan dengan kepentingan politis dan cenderung
meningkat menjelang ajang pemilihan umum. Selain itu kesalahan proyeksi anggaran juga
disebabkan oleh factor keuangan yakni ruang fiskal pun turut berpengaruh. Ruang fiskal sendiri
merupakan keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya
(DJPK, 2014).

Kesalahan proyeksi anggaran erat kaitannya dengan faktor politik dikarenakan pemerintah
merupakan subjek tekanan popularitas sehingga dituntut untuk menyajikan angka yang bagus
meskipun melalui cara menyamarkan hasil yang buruk. Politisi pada umumnya tidak memiliki
insentif untuk mengadopsi praktik akuntansi yang transparan dalam proses anggaran (Alesina dan
Perotti, 1996). Faktor politik dapat diproksikan dengan koalisi dan kompetisi politik. Koalisi politik
dapat didefinisikan berupa dukungan partai politik kepada kepala daerah (Benitoet al., 2015).
Dukungan tersebut terkadang menimbulkan konsekuensi berupa perjanjian diantara pihak yang
terlibat. Dengan kesepakatan yang telah dibuat tersebut membuat penyusunan proyeksi anggaran
rentan dengan tekanan politik (Nofsinger, 2004). Hal ini dapat dilihat dalam tahapan mekanisme
perencanaan dan penganggaran yang didalamnya terdapat tawar menawar, lobi serta konflik
kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan (Ritonga dan Alam 2010).
Semakin banyak dukungan dari koalisi politik mengakibatkan bias dalam proyeksi anggaran
pemerintah daerah juga semakin besar. Hal ini dikarenakan APBD merupakan rencana keuangan
yang dibahas serta disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD yang seringkali erat kaitannya
dengan politik anggaran (Aziz, 2016). Kompetisi politik menggambarkan seberapa besar rivalitas
politik antara petahana (incumbent) dengan para rival politiknya (Diani 2016). Hal terrsebut dapat
dinilai dengan seberapa besar peluang para incumbent untuk memenangkan pilkada. Pilkada hadir
sebagai arena bagi partai politik dalam bersaing dengan partai politik lainnya untuk menang dan
mendapat kekuasaan lokal.Dapat dikatakan bahwa semakin kuat persaingan politik pada pemilihan
umum kepala daerah maka semakin besar pula kesalahan proyeksi anggaran.

Kompleksitas sebagai factor institusional dicerminkan dengan jumlah jumlah penduduk yang
turut mempengaruhi penentuan besarnya ketidapastian dalam proyeksi anggaran. (Boukaria dan
Veiga, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk merupakan
komponen utama penentuan dasar layanana kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Semakin besar jumlah penduduk maka akan memerlukan anggaran yang semakin besar pula. Hal
tersebut dikarenakan besarnya anggaran yang diperlukan dalam penyediaan sarana dan prasarana
yang menunjang kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu dengan jumlah penduduk yang semakin
besar maka besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memproyeksikan anggaran (Goeminne et
al., 2008).
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Ruang fiscal juga menjadi salah satu factor terjadinya kesalahan proyeksi anggaran. Ruang
fiskal merujuk pada ketersedian ruang bagi pemerintah mengenai keputusan yang terkait dengan
anggaran. Nota Keuangan dan APBN (2010) mendefinisikan ruang fiskal sebagai pengeluaran tidak
terikat yang dilakukan pemerintah diantaranya mengenai pengeluaran membangun proyek-proyek
infrastruktur tanpa menyebabkan terjadinya gejolak ketidakseimbangan fiskal. Semakin besar ruang
fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kesalahan
proyeksi anggaran pemerintah daerah tersebut, dikarenakan kecenderungan pemerintah daerah akan
membelanjakan anggaran secara boros dan tidak berdampak pada kepentingan publik secara luas
(Fitrariau.org, 2015).

2.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian
2.2.1 Koalisi Politik dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Perilaku oportunistik dalam hubungan keagenan ditunjukkan melalui mekanisme koalisi dalam
partai politik. Koalisi politik dapat terefleksi dengan dukungan dari partai politik termasuk dukungan
di kursi legislatif. Adanya dukungan mayoritas partai politik di DPRD menyebabkan penyusunan dan
penetapan APBD akan semakin cepat dikarenakan adanya perilaku oportunis dari kedua belah pihak
yakni diantaranya dengan memasukkan unsur-unsur kepentingan politik ke dalam APBD (Sutaryo
dan Tiara, 2015).

Semakin besar koalisi politik maka semakin besar terjadi kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini
dikarenakan dengan semakin banyak pendukung di DPRD sebagai konsekuensinya pihak eksekutif
akan memasukkan proyek titipan partai politik agar penetapan APBD dapat berjalan lancar.
Penetapan APBD tersebut memungkinkan dilakukan tanpa melalui pengecekan yang teliti oleh DPRD
dikarenakan kepentingan DPRD tersebut sudah terwakili dalam APBD (Fauziah, 2017). Setiap
anggaran yang diajukan kepala daerah akan selalu disetujui karena terdapat permainan politik
anggaran yang sarat dengan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri.

Serritzlew (2005) dalam penelitiannya di Denmark menyatakan bahwa jika pihak eksekutif
didukung oleh mayoritas partai politik di legislatif seringkali menyebabkan kesalahan dalam
memproyeksikan anggaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tingkat over spending yang
cenderung lebih tinggi. Penelitian di Belgia oleh Goemmine et al. (2008) dan di Spanyol oleh Lago
Penas dan Lago Penas (2008), Benito et al. (2015) juga menunjukkan bahwa pemerintah dengan
dukungan partai yang lebih besar secara signifikan kurang cermat dalam memproyeksikan anggaran
pendapatan sehingga menimbulkan kesalahan. Sedangkan di Indonesia sendiri, Kusuma dan Sutaryo
(2015), Syahida (2016), dan Widyastuti (2017) menyebutkan bahwa dukungan politik berpengaruh
positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme politik
anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan alokasi anggaran daerah.
Berdasarkan pemaparan logis diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
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H1 : Koalisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

2.2.2 Kompetisi Politik dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Teori keagenan menyatakan bahwa perilaku oportunis pihak agen menyebabkan adanya
konflik keagenan (Williamson, 1985). Perilaku tersebut ditandai dengan pihak agen memanfaatkan
jabatan dan posisi strategis yang dimiliki untuk memenuhi kepentingan pribadi melalui korupsi, suap,
dan sumber lain. Hal tersebut tercermin dengan adanya kepala daerah incumbent yang memanfaatkan
posisi yang dimilikinya untuk memanipulasi kebijakan anggaran agar dapat memenangkan kompetisi
politik.

Semakin tinggi intensitas kompetisi politik maka semakin besar pula kesalahan proyeksi anggaran.
Hal ini dikarenakan kepala daerah yang mencalonkan kembali (incumbent) akan bekerja secara baik di
mata masyarakat dengan menyediakan berbagai macam program populis pemerintah seperti pemberian
hibah dan bantuan sosial dengan tujuan untuk menarik perhatian pemilih agar memilih incumbent kembali.
Pelaksanaan berbagai macam program tersebut seringkali rentan dengan adanya permainan anggaran.
Dengan demikian berdampak terhadap timbulnya kesalahan dalam memproyeksikan APBD.

Penelitian Mayper et al. (1991) di Amerika Serikat menyatakan bahwa semakin ketat persaingan
politik maka para incumbent seringkali membesar-besarkan pencapaian dan prestasi mereka melalui
manipulasi anggaran. Aidt et al. (2011) menyelidiki secara teoretis dan empiris adanya hubungan antara
insentif memainkan anggaran dan persaingan elektoral. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya
insentif para incumbent dalam memanipulasi kebijakan anggaran dengan tujuan elektoral. Boukaria dan
Veiga (2016, 2018) menyatakan bahwa di Portugis dan Prancis para incumbent seringkali memanipulasi
pos anggaran tertentu untuk meningkatkan peluangnya untuk menang. Hal tersebut dapat dilihat dengan
adanya pengeluaran yang lebih tinggi dan penurunan tarif pajak sehingga memiliki efek positif terhadap
popularitas incumbent. Di Indonesia sendiri penelitian oleh Widyastuti (2017) menjelaskan bahwa periode
jabatan kepala daerah incumbent berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran pemerintah

daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

2.2.3 Jumlah Penduduk dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Teori agensi menyatakan bahwa prinsipal memberikan tugas dan kewenangan kepada agen
untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan prinsipal. Dalam konteks sektor publik,
pemerintah daerah sebagai agen akan berupaya menunjukkan kinerja terbaiknya dalam pandangan
masyarakat. Oleh karena itu, disusunlah berbagai program dan layanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Salah satu penentu utama dalam kebutuhan masyarakat diantaranya adalah komponen
jumlah penduduk.

Jumlah penduduk didefinisikan sebagai banyaknya penduduk di suatu daerah yang dihitung

berdasarkan sensus penduduk. Semakin besar jumlah penduduk membuat tingkat komplektisitas
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pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan
dengan jumlah penduduk yang semakin besar, tuntutan mengenai layanan dasar kebutuhan
masayarakat semakin banyak dan beragam sehingga pada akhirnya membuat kesulitan proyeksi
menjadi lebih rumit dan tingkat kesalahan proyeksi anggaran pun meningkat.

Hasil penelitian Benito et al. (2015) di Spanyol menyatakan bahwa semakin besar populasi
menyebabkan estimasi yang terlalu tinggi di kedua sisi pendapatan dan pengeluaran. Dengan
besarnya jumlah populasi tersebut menyebabkan ketidakakuratan dalam prakiraan. Sedangkan
Boukaria dan Veiga (2018) di Prancis dan Portugal menemukan bahwa jumlah populasi penduduk
berpengaruh positif dalam menjelaskan tingkat kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan
jumlah penduduk cenderung menunjukkan kompleksitas yang tinggi sehingga dengan demikian
menyebabkan kesulitan proyeksi anggaran yang lebih besar. Dapat diformulasikan hipotesis sebagai
berikut :

H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

2.2.4 Ruang Fiskal dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Ruang fiskal juga berkaitan dengan masalah keagenan jika dihubungkan dengan
kecenderungan eksekutif untuk berperilaku oportunistik dalam penganggaran demi memenuhi
kepentingan pribadi dan kelompoknya (Sutaryo dan Winarna, 2013). Dalam konteks sektor publik,
pemerintah daerah sebagai agen dengan ruang fiskal yang ada akan berupaya menciptakan terobosan-
terobosan baru dalam upaya mendongkrak pemerataan pembangunan sesuai dengan prioritas. Dengan
demikian dirancanglah program dan terobosan yang seringkali membutuhkan pembiayaan yang besar.
Seringkali dengan dana yang besar rentan dengan permainan anggaran sehingga menyebabkan adanya
pemborosan anggaran dan tidak berdampak pada kepentingan publik.

Ruang fiskal yang tinggi menandakan semakin besar keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah
dalam mengalokasikan anggaran Dengan demikian semakin besar fleksibilitas tersebut dapat dijadikan
sebagai peluang tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyalahgunakan anggaran sehingga berujung
pada adanya kesalahan memproyeksikan anggaran. Hasil penelitian Couture dan Imbeau (2009) dan
Monika et al. (2015) menyatakan bahwa semakin besar ruang dan kapasitas transfer dari negara ke daerah
maka semakin besar varians anggarannya. Sedangkan penelitian oleh Supriyanto (2015) menyatakan
bahwa ruang fiskal yang besar mempunyai kecenderungan untuk dikorupsi. Oleh karena itu ruang
fiskal yang besar rentan terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Dengan demikian dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H4 : Ruang fiskal berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.
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3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kausatif yakni menjelaskan pengaruh Koalisi Politik (X1),
Kompetisi Politik (X2), Populasi Penduduk (X3), dan Ruang Fiskal (X4) terhadap Kesalahan Proyeksi
Anggaran (). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah pemerintah kabupaten dan kota
di Indonesia tahun 2015 yakni berjumlah 514 daerah. Sampel yang digunakan dipilih berdasarkan
purposive sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun jumlah
sampel yang memenuhi kriteria diperoleh sebanyak 197 pemerintah kabupaten/kota. Prosedur

pemilihan sampel disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Hasil Penentuan Sampel

No Keterangan Jumlah
Pemerintah kabupaten/kota tahun 2015 di
1 Indonesia 514
' “ Pemerintah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan
2 " pemilukada 2015 ' (283)
Pemerintah kabupaten/kota dengan kepala
" daerah Tidak
3 mencalonkan kembali pada pemilukada 2015 (34)
’ i " Pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak menyajikan
4 data untuk pengukuran variabel (0)
Jumlah Observasi Sebagai Sampel 197

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data profil eksekutif dan DPRD yang berasal
dari website resmi pemerintah daerah dan KPU, jumlah penduduk berasal dari BPS, dan softcopy
laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK RI. Teknik pengumpulan data adalah
dengan metode dokumentasi yakni mencari data sekunder berupa profil kepala daerah, DPRD, jumlah
penduduk serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS
versi 24.0. Pengujian empiris hubungan antara koalisi politik, kompetisi politik, jumlah penduduk dan
ruang fiskal menggunakan model analisis sebagai berikut:

(BFE) = B0 + p1 (KOAL) + p2 (KOMP) + B3 (POP)+ p4 (FISKAL) + ¢,

Keterangan :

BFE : Kesalahan Penilaian Anggaran
KOAL : Koalisi Anggaran

KOMP : Kompetisi Anggaran

POP : Jumlah Populasi Penduduk
FISKAL : Ruang Fiskal

B - Koefisien Regresi

€, : Standar Error
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Tabel 2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

N
0 Variabel Definisi Konseptual Definisi Operasional
a Menghitung rasio kesalahan proyeksi anggaran
(BFE) dari masing-masing anggaran pendapatan dan
belanja yakni:
[Redlisasi — Anggaran|
Ketidakakuratan dalam  (BFE Pendapatan, Belanaj) =
Kesalahan membuat proyeksi yang Anggaran
1 Proyeksi ditandai dengan adanya selisih
Anggaran antara realisasi dan anggaran pada b, Menghitung nilai rata-rata kesalahan proyeksi anggaran (BFE
(BFE) tahun berjalan (Benito, 2015). rerata) dengan menggunakan hasil yang telah diperoleh dari persamaan
BFE pendapatan dan belanja yakni :
BFE pendapatan + BFE belanja
BFErerata= >
Jumlah kursi legislatif partai pendukung dibagi dengan jumlah
Koalisi Seberapa besar kepala daerah keseluruhan kursi legislatif di masing-masing kabupaten/kota (Sutaryo
2 Politik mendapat dukungan atau bantuan dan Winarna, 2013)
(KOAL) dari partai politik (Benito, 2015)
YKursi Legislatif Partai Pendukung
KOAL = ——
Y Kursi Legislatif Kabupaten/Kota
Seberapa  besar  persaingan
Kompetisi antara  kepala daerah  yang Variabel dummy dengan angka 1 jika incumbent memenangkan
3 Politik menjabat saat ini (incumbent) pemilihan dan 0 jika incumbent kalah dalam pemilihan.
(KOMP) dengan saingan-saingan
politiknya untuk memenangkan
pemttihan-(Biant;2016)-
Semua orang yang berdomisili di
Jumlah wilayah geografis Republik Sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS
4  Penduduk Indonesia selama enam bulan atau
(POP) lebih dan atau mereka yang

berdomisili kurang dari enam
bulan tetapi bertujuan menetap
(BPS, 2018).

5 Ruang Fiskal
(FISKAL)

Fleksibilitas  yang  dimiliki
pemerintah daerah dalam
mengalokasikan APBD
(DJPK, 2014).

Ruang fiskal dihitung menggunakan rasio DJPK (2014):

(PD-DAK—-PH-DOK-DD—-BP)

Rasio =
PD

Keterangan:
PD = Total Pendapatan Daerah
DAK = Dana Alokasi Khusus
PH = Pendapatan Hibah
DOK = Dana Otonomi Khusus/Penyesuaian
DD = Dana Darurat
BP = Belanja Pegawai
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4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1ANALISIS DATA
4.1.1 Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 3 menunjukkan informasi bahwa rata-rata
pemerintah daerah memiliki tingkat kesalahan proyeksi anggaran sebesar 0,085 (8,5 persen) dengan
perolehan nilai tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 0,353, sedangkan
nilai terendah sebesar 0,012 yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan nilai rata-rata
variabel koalisi politik adalah 0,36981 dengan standar deviasi sebesar 0,191503. Menunjukkan bahwa
dukungan mayoritas kursi legislatif terhadap kepala daerah di pemerintah daerah kabupaten/kota
Indonesia tergolong minim yakni sebesar 0,36981 (37 persen).

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Min Max Mean Std. Deviation
BFE 0,012 0,353 0,08544 0,048904
KOALISI 0 1 0,36981 0,191503
KOMPETISI 0 1 0,63 0,483
POPULASI 18.186 3.534.114 511.123 575.250,236
FISKAL 0,075 0,703 0,35432 0,145037

Tabel 4 untuk variabel kompetisi politik menunjukkan bahwa jumlah pemerintah kabupaten/kota
dengan kategori incumbent yang menang terdapat sebanyak 125 kabupaten/kota atau 63,5 persen dari
total keseluruhan sedangkan pemerintah kabupaten/kota dengan kategori incumbent kalah dalam
pemilihan terdapat sebesar 72 kabupaten/kota atau 36,5 persen. Kesimpulannya, secara mayoritas

incumbent memenangkan konstetasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2015.

Tabel 4 Statistik Frekuensi untuk Kompetisi Politik

Persentase Kum

Jumlah Persentase Ulatif
Kalah (0) 72 36,5 36,5
Menang (1) 125 63,5 100,0
Total 197 100,0

Variabel populasi penduduk dalam penelitian ini menghasilkan nilai minimum sebesar 18.186

yang dimiliki olen Kabupaten Supiori dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Bandung yaitu
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sebesar 3.534.114. Adapun variabel ruang fiskal menghasilkan nilai terendah sebesar 0,075 yang
dimiliki oleh Kabupaten Sragen dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Bontang yaitu sebesar 0,703
dengan nilai rata-rata 0,35432. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan
penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik
4.1.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji ini
menerangkan apabila nilai Asymptotic significancy lebih dari 0,05 maka data dinyatakan telah
terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) diperoleh nilai asymptotic
significancy sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa data yang
digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan menggunakan prosedur SPSS yakni dengan melihat hasil
coliniearity statistic khususnya dalam kolom VIF dan nilai tolerance tiap-tiap variabel independen.
Jika nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari adanya
multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai tolerance dan VIF seluruh
variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,1 dan nilai

VIF lebih kecil dari 10 sehingga terbebas dari adanya gejala multikolinieritas.

4.1.2.3 Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini menggunakan metode glejser, yakni meregresikan semua variabel bebas
terhadap nilai mutlak residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila signifikansinya
(Sig.) lebih dari 0,05 maka dapat dipastikan data tidak mengandung heteroskedastisitas. Dari hasil
pengujian didapat bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih dari

besar dari 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam data penelitian ini.

4.1.3 Persamaan Regresi
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

BFE =-2,840 + 0,231KOAL + 0,209KOMP + 0,060POP + 0,209FISKAL + ¢

Nilai konstanta sebesar -2,840 berarti variabel dependen kesalahan proyeksi anggaran akan bernilai -
2,840 satuan apabila variabel independen yang terdiri dari koalisi politik, kompetisi politik, populasi
penduduk dan ruang fiskal bernilai nol. Adapun untuk koefisien variabel koalisi politik, kompetisi
politik, jumlah penduduk dan ruang fiskal menunjukkan masing-masing variabel independen tersebut

berpengaruh positif terhadap variabel dependen yakni kesalahan proyeksi anggaran.
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4.1.4 Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R? berdasarkan pengujian adalah 0,74 (74%) menunjukkan bahwa variabel koalisi

politik (X1), kompetisi politik (X2), populasi penduduk (Xs), ruang fiskal (X4) mampu menjelaskan
variabel kesalahan proyeksi anggaran (Y) sebesar 74% sedangkan sisanya yakni sebesar 26%
dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

4.1.5 Uji Goodness Of Fit

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model layak digunakan atau tidak. Berdasarkan
pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai Fniung sebesar 4,901 > Fabel Sebesar 2,42 dengan nilai
probabilitas signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model

regresi penelitian ini dikategorikan layak.

4.1.6 Uji Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel koalisi politik (X1), kompetisi politik (X2),
jumlah penduduk (Xs) dan ruang fiskal (X4) terhadap variabel kesalahan proyeksi anggaran (YY) maka

digunakanlah uji t.

Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji t

No Variabel thitung Sig Keterangan
1 Koalisi (X1) 1,284 0,192 Tidak Berpengaruh
2  Kompetisi (X2) 2,803 0,003 Berpengaruh
3 Populasi (Xs) 2,169 0,016 Berpengaruh
4 Fiskal (X4) 2,840 0,001 Berpengaruh

Hasil analisis dengan menggunakan alpha (o) sebesar 0,05 (uji satu sisi) dan twoer Sebesar 1,652.
Berdasarkan pengujian uji t variabel koalisi politik (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap
kesalahan proyeksi anggaran. Sedangkan variabel kompetisi politik (X2), jumlah penduduk (Xs) dan ruang

fiskal (X4) secara parsial berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran ().

42 PEMBAHASAN
4.2.1 Pengaruh Koalisi Politik terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

SimposiumNasionalAkuntansi XXII, Papua, 2019 |



Faktor yang mempengaruhi Kesalahan Proyeksi Anggaran

Berdasarkan hasil uji parsial sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa koalisi politik tidak
berpengaruh terhadap adanya kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan bukti empiris
penelitian menunjukkan bahwa ada atau tidaknya koalisi politik, kesalahan proyeksi anggaran tetap
terjadi. Bukti empiris penelitian tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yakni proporsi
dukungan baik di setiap wilayah maupun secara keseluruhan serta tingkat fragmentasi partai politik.

Hasil analisis penelitian tertera pada gambar 4 menunjukkan bahwa sebaran persentase
dukungan politik berada dibawah 50 persen di setiap wilayah. Secara keseluruhan, pada lampiran 3
menunjukkan bahwa dukungan mayoritas legislatif terhadap kepala daerah hanya sebesar 37 persen
di pemerintah kabupaten/kota. Proporsi dukungan politik di kursi legislatif kepada kepala daerah
yang minim di pemerintah kabupaten/kota menjadi penyebab tidak terbuktinya hipotesis yang
diajukan. Hal ini disebabkan baik anggota legislatif dalam partai koalisi dan non koalisi memiliki
ambisi dan motivasi kepentingan yang sama. Dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang
dilakukan kepala daerah dalam perencanaan dan pengesahan APBD yang tidak hanya melakukan
suap ke partai koalisi saja melainkan juga partai non koalisi. Dengan demikian kesalahan proyeksi
anggaran tetap terjadl:

Koalisi NongKoalisi

SUMATERA

JAWA

BALI & NUSA TENGGARA
KALIMANTAN

SULAWESI

MALUKU & PAPUA

Gambar 3 Proporsi Koalisi dan Non Koalisi di DPRD

Fragmentasi partai politik yang tinggi di kursi legislatif turut menjadi penyebab variabel
koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal tersebut ditandai dengan
tersebarnya dukungan partai sehingga minimnya dominasi partai. Hal tersebut tertera pada gambar 4
yang menujukkan persentase proporsi masing-masing partai berada dibawah 50 persen. Dengan
fragmentasi yang tinggi menyebabkan pembahasan dalam APBD seringkali menimbulkan konflik
antara eksekutif dan legislatif yang tak berkesudahan dan seringkali berujung pada deadlock. Untuk
mengurangi kebuntuan dalam pengambilan keputusan mengenai APBD seringkali pihak eksekutif
melakukan negosiasi baik dalam bentuk korupsi maupun suap demi mempermudah pembahasan
APBD di tengah kondisi DPRD yang tidak sepaham. Sistem pengawasan yang lemah inilah yang

menyebabkan kesalahan proyeksi tetap terjadi.
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Gambar 4 Proporsi Partai Politik di Kursi Legislatif DPRD

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat konflik
kepentingan antara pihak agen maupun prinsipal. Dengan adanya benturan kepentingan tersebut rentan
terhadap perilaku oportunis. Hal tersebut tercermin dengan adanya korupsi, suap atau permainan politik
anggaran lainnya dalam proses penyusunan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian Bischoff dan Gohout
(2006, 2010), Boukaria dan Veiga (2016), Fauziah (2017) dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa
dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan antara pihak eksekutif dan legislatif
membuat penyusunan anggaran sehingga koalisi politik tidak mempengaruhi kesalahan proyeksi. Berbeda
halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Serritzlew (2005) Goemmine et al. (2008), Lago Penas dan
Lago Penas (2008), Benito et al. (2015), Kusuma dan Sutaryo (2015), Syahida (2016) dan Widyastuti
(2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya fenomena tingkat overspending yang tinggi ketika
partai koalisi mengusukan anggaran menunjukkan bahwa koalisi politik berpengaruh positif terhadap

kesalahan proyeksi anggaran.

4.2.2 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

Hasil uji t atas variabel kompetisi politik disimpulkan bahwa variabel kompetisi politik
berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Berdasarkan hasil diperoleh fakta bahwa
mayoritas incumbent memenangkan pemilihan kepala daerah yakni sebesar 63,5 persen. Hal ini
memperkuat pernyataan bahwa incumbent memanfaatkan posisi, jabatan dan informasi yang
dimilikinya untuk memanipulasi anggaran pos-pos belanja tertentu dalam rangka keuntungan politis

pada saat pemilihan.
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Dalam lingkungan politik yang sangat kompetitif tersebut para incumbent menjadi lebih
responsif terhadap kebutuhan pemilih. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa incumbent
berupaya menyediakan berbagai program populis diantaranya bantuan sosial dan hibah dengan tujuan
agar dapat menarik simpati dan memenangkan konstetasi pemilihan. Penyediaan berbagai program
tersebut seringkali rentan dengan permainan anggaran sehingga semakin besar pula kesalahan
proyeksi anggaran pada pemerintah daerah.

Sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat kesenjangan informasi antara
pihak agen (pemerintah) dan prinispal (masyarakat). Dengan kesenjangan informasi memungkinkan
para incumbent memanfaatkan posisi strategis yang dimilikinya dan cenderung berperilaku oportunis.
Perilaku oportunis tersebut ditunjukkan dengan para incumbent yang memanipulasi proyeksi
anggaran pada saat menjelang pemilihan umum yang menyebabkan kesalahan dalam proyeksi
anggaran.

Sejalan dengan penelitian Aidt et al. (2011) menyatakan bahwa ketika kepala daerah
menghadapi pemilihan umum yang ketat mereka cenderung memanipulasi anggaran agar dapat
terpilin kembali. Para incumbent berusaha untuk tampil unggul dan populer dengan melebihkan-
lebihkan kinerja yang dicapai meskipun dengan memanipulasi proyeksi anggaran (Meyper et al,
1991). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengeluran yang berlebih (overspending) untuk
program yang berdampak positif pada popularitas incumbent (Boukaria dan Veiga, 2016, 2018).
Berbeda halnya dengan penelitian Lago Penas dan Lago Penas (2008), Bischoff dan Gohout (2006,
2010), Kusuma dan Sutaryo (2015), Putri (2018), Fauziah (2017), dan Rossa (2017) yang menyatakan
bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

4.2.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar
jumlah penduduk maka semakin besar pula kesalahan proyeksi anggaran. Dengan semakin besar
jumlah penduduk maka semakin kompleks dalam menentukan proyeksi anggaran yang dibutuhkan.
Hal ini disebabkan karena semakin kompleks dan beragam pula kebutuhan pelayanan bagi
masyarakat yang harus dipenuhi. Komplektisitas tersebut menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan
dalam merumuskan formulasi kebijakan anggaran menyebabkan kesalahan proyeksi anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penjelasan dalam teori agensi. Dalam tataran teori agensi
dijelaskan bahwa dalam upaya melaksanakan tugas yang diberikan oleh masyarakat (prinsipal),
pemerintah daerah sebagai agen berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator penentu
kebutuhan masyarakat diantaranya adalah jumlah penduduk yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan proyeksi anggaran. Namun sayangnya karena adanya ketidakpastian kebutuhan masyarakat
yang kompleks cenderung membuat kesalahan dalam memproyeksikan anggaran.

Temuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Goemmine et al. (2008), Boukaria

dan Veiga (2018), Benito et al. (2015) yang menyatakan bahwa komplektisitas dalam memenuhi
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kebutuhan dengan jumlah penduduk yang besar cenderung menyebabkan kesalahan dalam
mengestimasi anggaran. Hal tersebut ditandai dengan semakin tinggi ketidakakuratan baik dari sisi
pendapatan dan pengeluaran dalam memfasilitasi kebutuhan penduduk yang semakin kompleks dan
beragam. Namun bertentangan dengan peneliitian Rossa (2017), Serritzlew (2005), Bischoff dan
Gohout (2006, 2010), Meyper et al. (1991) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak dapat

menjelaskan kesalahan proyeksi anggaran.

4.2.4 Pengaruh Ruang Fiskal terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

Hasil uji t menunjukkan ruang fiskal yang besar menyebabkan semakin besar pula kepa
daerah cenderung mengalami kesalahan proyeksi anggaran. Hasil analisis yang tertera menyatakan
bahwa rata-rata rasio ruang fiskal seluruh daerah sampel cukup tinggi yakni 35 persen. Dengan
demikian seluruh sampel pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki fleksibilitas keuangan yang
sangat tinggi untuk dimanfaatkan membiayai kebutuhan belanja daerah.

Dalam teori agensi menyatakan bahwa dengan dengan besarnya fleksibilitas yang dimiliki
pemerintah dalam mengalokasikan anggaran cenderung menimbulkan masalah yakni berkenaan dengan
perilaku oportunis dari aktor politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dengan ruang fiskal
yang dimiliki pemerintah daerah akan mencoba memanipulasi anggaran dengan menciptakan terobosan
program baru yang membutuhkan dana besar. Dana yang besar inilah kemudian rentan dipermainkan dan
disalahgunkan sehingga menyebabkan kesalahan dalam memproyeksikan anggaran.

Couture dan Imbeau (2009) dan Monika et al. (2015) menyatakan bahwa semakin alokasi
anggaran dari pusat ke daerah maka semakin besar penyimpangan anggarannya akibat minimnya
pengawasan desentralisasi tersebut. Supriyanto (2015) menyatakan bahwa ruang fiskal seringkali
dimanfaatkan untuk dikorupsi dan dimanipulasi. Akan tetapi bertolakbelakang dengan Mayper et al.
(1991), Asatryan et al. (2015), Brender (2003), Jonung et al. (2016) dan Boukari dan Veiga (2018)
menyatakan bahwa ruang fiskal tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pengaruh faktor
politik, institusional dan keuangan terhadap kesalahan proyeksi anggaran maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut.

a. Kaoalisi politik tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Berdasarkan hasil
analisis diperoleh dukungan mayoritas di kursi legislatif terhadap kepala daerah hanya sebesar 37
persen serta tingginya tingkat fragmentasi partai politik di kursi legislatif membuat secara
keseluruhan minimnya pengaruh koalisi partai politik yang dominan dan unggul dalam

pemerintahan.
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b. Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini disebabkan
semakin tinggi intensitas kompetisi politik, maka para incumbent memanfaatkan posisinya untuk
memanipulasi anggaran demi memenangkan pemilihan umum sehingga berdampak pada semakin

besarnya kesalahan proyeksi anggaran.

c. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini disebabkan
semakin besar jumlah penduduk maka semakin komplektisitas dalam menganggarkan pelayanan
kebutuhan masyarakat, komplektisitas tersebut menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam
memformulasikan kebijakan anggaran sehingga berdampak pada semakin besarnya kesalahan
proyeksi anggaran.

d. Ruang fiskal berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini disebabkan
semakin besar ruang fiskal maka fleksibilitas keuangan yang dimiliki pemerintah dalam
menyusun anggaran semakin tinggi dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang
cenderung boros sehingga berdampak pada semakin besarnya kesalahan proyeksi anggaran.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN
Keterbatasan yang dijumpai yakni dalam hal ketersediaan data berupa LKPD yang telah

diaudit BPK periode pemilu terdekat yakni 2018 sehingga mengalami kesulitan dalam meneliti
kesalahan proyeksi anggaran pada tahun 2018. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat

menggunakan data penelitian terbaru untuk dapat menangkap hasil penelitian yang lebih bagus.

5.3 IMPLIKASI

Kehadiran otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk
mengalokasikan anggaran melalui ruang fiskal yang dimiliki. Dampak positif dengan adanya
feksibilitas keuangan tersebut diantaranya dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi bagi masing-
masing pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan. Namun di sisi lain, dengan ruang fiscal
yang dimiliki seringkali dimanfaatkan bagi pihak tertentu untuk berperilaku oportunis yang kemudian
menyebabkan beberapa masalah diantaranya yakni kesalahan proyeksi anggaran.

Hasil penelitian ini bermanfaat terutama bagi DPRD dalam rangka pengawasan desentralisasi
keuangan pemerintah daerah. Untuk meminimalkan kesalahan proyeksi anggaran, selama
perencanaan, perumusan hingga implementasi anggaran, DPRD perlu lebih memperhatikan faktor
yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran yakni kompetisi politik, jumlah penduduk dan
ruang fiskal. Dengan demikian diharapkan kesalahan proyeksi anggaran pada tahun-tahun

kedepannya dapat dihindari dan diminimalisir.
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Kesalahan proyeksi anggaran cenderung meningkat ketika tahun kompetisi politik sudah dekat. Hal ini
ditunjukkan dengan para incumbent memanfaatkan posisi yang dimiliki dengan cara memainkan ruang
fiskal yang dimiliki. Diantaranya yakni dengan memainkan alokasi penyediaan program hibah dan bantuan
sosial dengan tujuan meningkatkan tingkat keterpilihannya kembali. Hal ini dikarenakan para incumbent
cenderung responsif terhadap kebutuhan pemilih pada saat menjelang pilkada. Salah satu komponen
penentu kebutuhan tersebut adalah jumlah penduduk. Jika incumbent mampu memenuhi kebutuhan
penduduk maka penduduk sebagai pemilih akan puas dengan kinerja incumbent dan probabilitas untuk
menang kembali akan tinggi. Namun sayangnya, faktor komplektisitas dalam menentukan kebutuhan
penduduk yang banyak dan beragam membuat sulit untuk menentukan proyeksi yang tepat dan akurat.

Dengan demikian kesalahan proyeksi anggaran pun terjadi.
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Lampiran
1. Analisis Statistik Deksriptif

Descriptive Statistics

N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
BFE 197 012 .353 .08544 .048904
KOALISI 197 .000 1.000 .36981 .191503
KOMPETISI 197 .0 1.0 .635 4828
POPULASI 197 18186 3534114 511123.27 575250.236
FISKAL 197 .075 .703 .35432 .145037
Valid N (listwise) 197,
Analisis Statistik Frekuensi untuk Variabel Kompetisi Politik
KOMPETISI
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 0 72 36.5 36.5 36.5
1 125 63.5 63.5 100.0
Total 197 100.0 100.0
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2. UjiAsumsi Klasik
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 197
Normal Parameters? Mean .0068698

Std. Deviation 47853403
Most Extreme Absolute .059
Differences

Positive .035

Negative -.059
Test Statistic .059
Asymp. Sig. (2-tailed) 197

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients?

Unstandardized | Standardized Collinearity

Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. | Tolerance| VIF

1 (Constant) -2.840 347 -8.177] .001

KOALISI 231 180 .089 1.284] .192 .903| 1.107
KOMPETISI .209 074 196 2.803] .003 892 1.121
POPULASI .060 .028 153 2.169| .016 .960( 1.042
FISKAL .209 .073 .200 2.840 .001 .970( 1.031

a. Dependent Variable: BFE
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c. Uji Heterokedastisitas
Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.

Model B Error Beta t Sig.
1 (Constant) .600 220 3.904 | .002
KOALISI -.034 114 -.022 -.344 731
KOMPETISI 072 .047 110 0.80 .936
POPULASI -.014 017 -.060 -.956 .340
FISKAL .080 .047 125 1.554 122

a. Dependent Variable: RES_2

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed?

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 KOALISI, KOMPETISI, POPULASI, FISKAL® .| Enter

a. Dependent Variable: BFE
b. All requested variables entered

Model Summary

Std. Error of the
Model R R Square Adjusted R Square Estimate

1 .306? .094 .074 474011

a. Predictors: (Constant), KOALISI, KOMPETISI, POPULASI, FISKAL
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ANOVA?
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 4.405 4 1.101 4.901 .001°
Residual 42.690 190 225
Total 47.095 194

a. Dependent Variable: BFE
b. Predictors: (Constant), KOALISI, KOMPETISI, POPULASI, FISKAL

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1  (Constant) -2.840 .347 -8.177 .001
KOALISI 231 .180 .089 1.284 192
KOMPETISI .209 .074 196 2.803 .003
POPULASI .060 .028 153 2.169 .016
FISKAL .209 .073 .200 2.840 .001

a. Dependent Variable: BFE
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